PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan  pelayanan masyarakat, maka
diperlukan Standar Operasional Prosedur di lingkungan

Pemerintah Kota Bontang;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Bontang tentang Pedoman Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah
Kota Bontang;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




\
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Menetapkan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 merupakan Pedoman bagi seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota

Bontang dalam menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

[\



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 November 2015

WALIKOTA BONTANG,

=T N/ f

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

S JUDIN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 52




Lampiran : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 52 Tahun 2015
Tanggal : 2 Nopember 2015
Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk
membangun profil dan perilaku aparatur Negara yang memiliki
integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki
kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan dan
pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem
manajemen pemerintahan.

Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada
instasi pemerintah di pusat dan daerah, satu diantaranya adalah
penataan yang diarahkan untuk melakukan peningkatan kinerja
instansi pemerintah agar efektif dan efisien.

Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk
penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.
Sehubungan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bontang memandang
perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pedoman ini adalah sebagai acuan bagi setiap unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam :

. Membantu setiap SKPD/Unit kerja dalam penyusunan SOP.
Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan.
Ketertiban dalam penyelengggaraan pemerintahaan.
Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
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C. Pengertian

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah
sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Bontang.

3. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah
pada SKPD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala SKPD.

4. Standar Oprasional Prosedur adalah serangkaian tertulis yang
dibekukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas
organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh
siapa dilakukan.
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13.

14.

15.

i

Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan
SOP berupa tulisan dan diagram alur.

. SOP Administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi

jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.

7. SOP Teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat
teknis.

8. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses,
prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-
simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah
memperoleh informasi.

9. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam
pekerjaannya.

10. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang.

. Manfaat

1. Sebagai standarisasi cara yang di lakukan aparatur dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin

dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam
melaksanakan tugas.

Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.

Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung
pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan
pimpinan dalam pelaksaan proses sehari — hari.

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
aparatur cara konkrit memperbaiki kinerja serta membantu
mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahaan
dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi
mutu, waktu, dan prosedur.

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus
dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Memberikan informasi kualifikasi kompentensi aparatur.
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh
seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai instrument yang dapat melindungi aparatur dari
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan
penyimpangan.

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan.

Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam
penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat
memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.




E. Prinsip

1;

Kemudahan dan kejelasan.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah
dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi
seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.

. Efesiensi dan efektivitas.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur
yang paling efisien dan efiktif dalam proses pelaksanaan tugas
Keselarasan.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan
prosedur-prosedur standar lain yang terkait.

Keterukuran.

Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung
standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur
pencapaian keberhasilannya.

Dinamis.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat
disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan
yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan.

Berorientasi pada pengguan atau pihak yang dilayani.
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan
kebutuhan pengguna(customer’s needs) sehingga dapat memberikan
kepuasan kepada pengguna

. Kepatuhan hukum.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan
dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

. Kepastian hukum.

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh
pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan
dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur atau palaksana
dari kemungkinan tuntutan hukum.

F. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi : jenis, format, tahapan, monitoring dan evaluasi,
pengawasan dan pengembangan serta pelaporan SOP.
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BAB II
JENIS, FORMAT DAN TAHAPAN SOP

A. Jenis

Adapun jenis-jenis SOP yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan kegiatan meliputi :

a. SOP Teknis
Prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan
oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau
jabatan. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga
tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain.

b. SOP Administratif
adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari
kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

B. Format

1. SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
2. Format Penyusunan SOP
a. Halaman Judul

PEMERINTAH DAERAH ¥ Identitas Instansi
SKPD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) | Judul Standar Operasional
PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK Koo -
DAN SURAT KELUAR

b. Informasi Prosedur yang akan distandarkan

i Nomor Standar

0 &

Pem ergimah SATUAN Operasional | sswseermsmmaseonnmsessess
Daerah PERANGKAT DAERAH | Prosedur

TEl PEMDBUBTER | s usiiisnimmssssig

Tl ewigl. = | pearinssiGesiemma

Tgl Pengesahan | ......coceveveieiiiiiiniieicnnnnnn.

Disahkan Olehh | cocovioiiiiiiiiniiiiciiiinienns

Nama Standar
Dperasional | ceormersmmmensiamssmrces s
Prosedur
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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peralatan / Perlengkapan

L AT e e

Pecatatan dan pendataan

Cara Pengisian :

(1)

Nomor Standar
Operasional Prosedur

Diisi dengan nomor Standar Operasional
Prosedur,Yaitu

(No Komponen,Unit Kerja,Bagian, No
Standar Operasional Prosedur)

(2)

Tanggal Pembuatan

Diisi dengan tanggal pengesahan Standar
Operasional
Prosedur

(3)

Tanggal revisi

Diisi dengan tanggal Standar Operasional
Prosedur direvisi

(4)

Tanggal Pengesahan

Diisi dengan tanggal mulai berlaku

(5)

Disahkan oleh

Diisi dengan jabatan yang berkompoten
yvang mengesahkan

(6)

Nama Standar
Operasional
Prosedur

Diisi dengan nama prosedur yang akan
distandarkan

(7)

Dasar hukum

Diisi dengan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar disusunnya
Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi pelaksana

Diisi dengan  penjelasan mengenai
kualifikasi pegawai yang dibutuhkan
dalam melaksanakan perannya pada
prosedur yang distandarkan

9)

Keterkaitan

Diisi dengan  penjelasan  mengenai
keterkaitan prosedur

Yang distandarkan dengan prosedur lain
yang distandarkan

(10)

Peralatan / Perlengkapan

Diisi dengan penjelasan mengenai daftar
peralatan dan perlengkapan yang
dibutuhkan

(11)

Peringatan

Diisi dengan :

-Penjelasan  mengenai  kemungkinan-
kemungkinan resiko yang akan timbul
ketika prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan.

-Peringatan memberikan indikasi berbagai
permasalahan yang mungkin muncul dan
berada diluar kendali pelaksan ketika
prosedur dilaksanakan dan berbagai
dampak yang mungkin ditimbulkan.
-Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana
cara mengatasinya.

(12)

Pencatatan dan
pendataan

Diisi dengan  penjelasan  mengenai
berbagai hal yang perlu didata, dicatat
atau diparaf oleh setiap pegawai yang
berperan dalam pelaksanaan prosedur
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yvang telah distandarkan
Langkah kegiatan secara rinci dan
(13) | Uraian prosedur sistematis dari prosedur yang
distandarkan
(14) | Pelaksana Diisi dengan jabatan yang melakukan
suatu proses / aktivitas
Diisi dengan penjelasan mengenai daftar
(15) | Kelengkapan peralatan dan  perlengkapan  yang
dibutuhkan
Diisi dengan lama waktu yang dibutuhkan
(35] | Wekin dalam melakukan suatu proses / kegiatan
(17) | Output Diisi dengan hasil / keluaran dari suatu
proses / kegiatan

c. UraianProsedur

Uraian Pelaksana Mutu Baku L
Prosedur

Pelaksana | Pelaksana | Pelaksana e Out

1 2 3 / Weau put
Kelengkapan

1 2 3 4 ) 6 7 8 9
1
2
3

Cara Pengisian :

(1) | Uraian Prosedur

Diisi dengan proses sejak dari kegiatan mulai dilakukan
sampai dengan kegiatan selesai dan keluaran dihasilkan
untuk setiap STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan masing-masing
unit organisasi yang bersangkutan.

(2) | Pelaksana

Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bers dangkutan,
mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan
terendah (fungsional umum / staf)

(3) | Mutu Baku

Diisi dengan persyaratan dan kelengkapan yang
diperlukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
kegiatan dan Output pada setiap aktivitas yang dilakukan.

d. Simbol-Simbol
Simbol yang digunakan dalam SOP hanya terdiri dari :

1. Simbol Kapsul/Terminator (

kegiatan mulai dan berakhir;

2. Simbol Kotak/Process(
atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision|(

kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (

) untuk mendeskripsikan arah

kegiatan (arah proses kegiatan)

5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector (

) untuk mendeskripsikan

hubungan antar simbol yang berbeda halaman;




C. Tahapan

1. Persiapan

a. Membentuk tim dan kelengkapannya.
1). Tim terdiri dari Tim Kota dan Tim SKPD;
a). Tim Kota terdiri dari :

b).

1. Ketua : Kepala Bagian Organisasi
2. Sekretaris : Sekretaris yang ditunjuk oleh Sekda
3. Anggota : Para Sekretaris SKPD

Tim SKPD terdiri dari :
1. Ketua :

2. Sekretaris :

3. Anggota :

2). Tugas Tim terdiri dari :
a). Tim Kota :

b).

1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan semua
tahapan penyusunan SOP

2. Menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi
kegiatan penyusunan SOP pada SKPD

Tim SKPDS5 :

Melaksanakan penyusunan rancangan SOP :
Melakukan identifikasi kebutuhan SOP
Mengumpulkan data dan informasi
Melakukan analisis prosedur
Melakukan koordinasi penyusunan SOP
Mengkoordinasikan uji coba SOP
Melakukan sosialisasi SOP.

Mengawal pelaksanaan SOP

. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
SOP
Melakukan fasilitas pengkajian ulang dan
penyempurnaan-penyempurnaan SOP

j. Melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP
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3). Kelengkapan tim meliputi ;

1.

Pedoman bagi tim dalam melaksanakan tugasnya, yang
berisi deskripsi mengenai uraian tugas dan kewenangan
dan mekanisme kerja tim

Fasilitasi yang dibutuhkan tim, yaitu agar tim dapat
bekerja dengan baik, seperti: pembiayaan sarana dan
prasarana dan kebutuhan lainnya

Komitmen pimpinan untuk mendukung kerja tim
Memberikan pelatihan bagi anggota tim

Memastikan bahwa seluruh unit mengetahui upaya
pimpinan untuk melakukan perubahan terhadap
prosedur.

2. Identifikasi kebutuhan SOP

a. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi
kebutuhan SOP :
1) prosedur kerja yang mengacu pada SOTK, tugas dan fungsi
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satuan unit kerja;

2) prosedur kerja pokok yang menjadi tanggung jawab semua
anggota organisasi;

3) aktifitas yang dikerjakan secara rutin dan atau berulang-
ulang;

4) prosedur kerja yang akan di SOP kan mempunyai tahapan
kerja yang jelas; dan

5) mempunyai output yang jelas.

. Identifikasi kebutuhan SOP
mempertimbangkan:
1) kondisi internal organisasi ( Lingkungan Operasional );
2) peraturan perundang-undangan;
3) kebutuhan organisasi dan stakeholder-nya; dan
4) kejelasan proses identifikasi kebutuhan.

dilakukan dengan

. Hasil identifikasi kebutuhan SOP disusun menjadi daftar

inventarisasi judul SOP.

Contoh Format Identifikasi Kebutuhan SOP

. | Uraian g Out | Aspek |Judul
No Tugas | Fungsi Tugas kegiatan put | Kegiatan | SOP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Analisis kebutuhan SOP
Hal-hal yang perlu diperhatikan:

a.
b.

O o0

prosedur kerja harus sederhana;

pengkajian dilakukan sebaik-baiknya untuk mencegah duplikasi
pekerjaan;

prosedur yang fleksibel,

pembagian tugas yang tepat;

pengawasan terus-menerus dilakukan;

penggunaan urutan pelaksanaan pekerjan yang sebaik-baiknya;
dan

tiap pekerjaan yang diselesaikan harus dengan memperhatikan
tujuan.

Setelah dilakukan analisis kebutuhan SOP maka akan menghasilkan
nama dan kode nomor SOP.

Contoh format Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur

NO

JUDUL SOP NOMOR SOP
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4. Penulisan SOP dilakukan secara cermat dengan
mempertimbangkan berbagai unsur sehingga dapat terbentuk
sesuai dengan kriteria mengacu kepada format SOP dengan
memperhatikan aspek tingkat ketelitian, kejelasan dan ketepatan
sehingga dapat menghasilkan sebuah SOP yang bisa
dipertanggungjawabkan dengan baik.

5. Verifikasi dan ujicoba SOP. Rancangan SOP yang telah disusun
perlu dilakukan verifikasi atau ujicoba untuk memastikan tidak
terjadi duplikasi atau tumpang tindih dengan SOP lainnya.
Rancangan SOP yang sudah di verifikasi tersebut dilakukan ujicoba
secara mandiri oleh unit kerja yang bersangkutan untuk melihat
sampai sejauhmana tingkat kemudahan, kesesuaian dan ketepatan
SOP dalam pelaksanaannya.

6. PengesahanSOP merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh
pejabat yang berwenang.
SOP di Lingkungan SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD dan
disahkan oleh Walikota.

7. Pelaksanaan
a. Agar SOP dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perlu dilakukan
perencanaan pelaksanaan yang meliputi:
1) penetapan jadwal sosialisasi;
2) penetapan pejabat yang akan melakukan sosialisasi; dan
3) penyiapan SOP yang akan disosialisasikan.

b. Beberapa hal yang harus diketahui Tim penyusun SOP:
1) jumlah SOP yang akan diterapkan;
2) siapa yang menjadi target pelaksanaan;
3) informasi apa yang akan disampaikan kepada target; dan
4) cara memantau pelaksanaan.

8. Sosialisasi.
Proses sosialisasi adalah langkah penting yang harus dilaksanakan
dalam upaya penerapan SOP disetiap unit kerja, dengan cara:
a. penyebarluasan informasi dan/atau pemberitahuan;
b. pendistribusian SOP; dan
c. penetapan pegawai pelaksana, penanggung jawab dan pemantau
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

9. Pelatihan pemahaman Pelatihan yang dilakukan dalam bentuk
rapat, bimbingan teknis, pendampingan, simulasi ataupun pada
pelaksanaan sehari-hari agar SOP dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik.

10. Monitoring dan evaluasi

a. Monitoring
Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan
kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang
tercantum dalam SOP yang baru, mengidentifikasi
permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara
untuk meningkatkan hasil pelaksanaan. Proses monitoring ini
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dapat berupa observasi supervisor, interview dengan pelaksana,
diskusi kelompok kerja, pengarahan dan pelaksanaan.

. Evaluasi

Merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap
serangkaian proses pelaksanaan dan aktifitas yang telah
dibakukan dalam bentuk SOP dari sebuah organisasi dalam
rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi secara keseluruhan. Dari sisi substansial SOP,
evaluasi SOP dapat dilakukan dengan mengacu pada
penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP yang telah
diterapkan atau bahkan sejauhmana diperlukan SOP yang
baru.




BAB III
MONITORING DAN EVALUASI, PENGAWASAN,
PENGEMBANGAN DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi SOP :

i

2.

Kepala SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan SOP

Monitoring dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan
sekali sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat
pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya.

Evaluasi dilaksanakan secara reguler dalam kurun waktu 1(satu)
tahun dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai kebutuhan
organisasi yang bersangkutan.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP,
dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) tahun oleh Bagian Organisasi.

Pengawasan dan Pengembangan

1,

Atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan
pengawasan pelaksanaan SOP

2. Hasil pengawasan pelaksanaan SOP dilaporkan kepada Kepala
SKPD setiap triwulan

3. Kepala SKPD/Unit Kerja dapat melakukan pengembangan SOP
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan

Setiap hasil penyusunan SOP pada SKPD/Unit Kerja dilaporkan
kepada Walikota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Bontang sebagai Unit Kerja yang berwenang melakukan evaluasi SOP
di Lingkungan Pemerintah Daerah.

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA




